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KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKIRTO
NOMOR 21TAIUN 2001
TENTANG

PENJABARAN URATAN TUGAS DAN FUNGSI DIMNAS LALU LINTAS

Menimbang

Mengingal

Menetapkan

DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MOJORKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Dacrah, maka perlu
menetapkan Penjabaran Uraiun Tugas dan Fungsi Dinas Talu Lintas
dan Angkutan Jalan dengan Keputusan Walikota Mojokerto,

o L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Da -
erah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Baral,

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lerubaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuang

an antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Ncgara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Momor 3848);

. Peraturan Femerintah Nomot 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [ Mojokerto (Lembaran Negara
'Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan fembaran Negara Nomor 3242);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintalh dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

(Lembaran Neggara Tahun 2000 Nomor 54, Tambuhan Lembaran
Negara Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun2000 tentang Pedoman Orpa -

niszsi Perangkat Dasrah (I.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 163);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Ta-

hun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kepja
Perangkat Dacerah Propinsi/Kabupaten/Kota;

. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pem-

bentukan Organisasi Dinus-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJARAR —

AN URAIAN TUGAS DAXN FUNGSI DINAS LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN KOTA MOJOKERTO.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a, Kota, adalah Kota Mojokerto;

b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Muojokerto;

¢. Walikota, adalah Watikota Mojokerto;

d. Sekretaris Daerih Kota, adalah Sekretaris Dacrah Kota Mojokerto;

¢. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota, adalah Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto;

f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Kota
Mojokerto,

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dun Anghkutan Ialan Koto
Mojokerto terdiri atas:

a. Kepala; ,

b. Bagian Tata Usaha;

¢. Sub Dinas Lalu Lintas;

d. Sub Dinas Angkutan;

¢. Sub Dinas Sarana Dan Prasarana:
f. Kelompok Jabatan Fungsional:
g UPTD Terminal. -

(2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas scbagaimana dimaksud pada ayal
(1) masing-masing dipimpin olzh scorang Kepala Bagian Tata Usaha
dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkalan Jalan
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran T dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

{1) Bagian Tata Usaha mempunyai tlugas menyelenggarakan pengelolaan
urusan umum, kepegawaian dan kevangan serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinag;

{2) Untuk incnyclenggar_akan fugas dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi

a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan:

b.Pelaksanaan pembinaan organisast dan tatataksana;

¢ Pengelelaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan:

d.Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

e.Penylapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan
mventarisasi. : -



Pasal 4

(i) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (liga) Sub Bagian, vaitu:

a.Sub Bagian Umurmn;
b.Sub Bagian Kepegawaian;
¢. Sub Bagian Keuangan,

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

a.

b.

I

Melaksanakan urusan sucat menyural, pengetikan, penggandaan dan
tata kearsipan;

Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan
fata usaha serta pemeliharaon perlengkapan dan peralatan kantor;
Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan
keamanan kantor;

Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan diniag;

Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
Melaksanakan tugas hain yang diberikan olch Kenala Bagian Tata
Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas;

a,

b.

C.

Menyusun dan memelihara-data administrasi kepegawaian serta data
kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian; -

Menyiapkan data dan mengolak administrasi kepegawaian;
Memproses  tentang  kedudukan hukum pegawai dan  upaya
peningkatan kemampuan pegawai; -

Menyidpkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi
dan tatalaksana;

Melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ke¢pala Bagian Tata
Usaha sesuai dengan bidang fugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a.

b.

Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan angparan
pembangunan; -
Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran tutin dan
anggaran pembangunan;

Mengurus pembayaran gaji pegawat, keuangan perjalanan dinas dan
keunangan lainnya;

Menyusun laporan pertangeungjawaban pengelolaan keuangan;
Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha scsvai dengan bidang tugasnya.



Paeal §

(1} Sub Dinas Lalu Linfas mempunyai iugas menyiapkan pembinaan dan
rekayada lalu lintas di jalan Dacrah, di jalan Propinsi dan Nasional
yang berada di dalam wilayah daerah serta birabingan keselamatan dan
penertiban di bidang 1alu fintas, analisis dacrah rawan kecelakaan latu
tinfas dan penyusunan pregram penanggulangan kecelakaan alu lintag
seswil dengan kelentuan Peraluran Perundang-undangan yang beriaku
serta melaksanakan fugas lain vang diberikan olch Kepala Dinas.

(2) Untuk meny elenggatm tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Dinax Lalu Lintas mempunyai fungsi: :

a. Penyusunan  perencanaan,  pengaturan,  pengawasan  dan
pengendalian lalu lintag di jalan Daerah, Propinsi dan Nasional di
wilayah dacrah;

b. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, perempatan dan
pemcliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi
isyarat lalu lintas di jalan Daerah, jalan Propinsi dan Nasional di
wilayah daerah;

¢. Persiypan pemberian bimbingan keselamatan dan pensrtiban di

' blda.ng lals lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lafu lintas
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

_ Pasal 9
(1} Sub Dinas Lalu Lintas terdiri atas 3 (tiga) Scksi vaitu:

a. Sekst Manajemen Lalu Lintas;
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
c. Sckst Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban,

{2) Seksi~scksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinag Lalu Lintas.

_ Pagal 10
Seksi Manajemen Lalu Lintas mempuryai tugas:

a. Melaksanakan pemantavan dan penilaian atas tingkat pelayanarn
Jaringan jalan di wilayah kerjanya, meliputi volume lalu lintas jalan,
Kecepatan rata-rata, kecapatan maksimum dan minimum;

b. Menyusun ketentuzn dan melakukan penilaian: atas pelaksanaan
kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan
minimurm serta penetapan larangan penggunaan jalan;

¢. Menyusun ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan
penyempuinaan tentang pengaturan sirkulasi arus falu lintas dan
pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu;

d. Melaksanakan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan;

¢. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Lalu Lintas.

Pasal 11

Seks1 Rcl\dyasa Lalu Lintas mempimyai tugas:

a. Mclaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan
jalan yang ada di daerah;

b. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan
marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas:



c. Menyusun program kKebutahat raumbu-rambu labu s, warks aian
can alat pereberi wyarat lalu hintas;

d. Melaksanakan dan - atau mengawasi pengadaan, pencmpatan dan
pemeliharaan rambu-rarbu lalu lintas, marka jalan dan alat pembert
isyarat lalu lintas;

¢. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Lal
Lintas. :

: Pasal 12

Seksi Bimliingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar

belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;

Melaksanakan analisis terhadap pelanggaran talu lintas;

Menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan

kepada masvarakat; -

d. Melaksanakan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian Surat Izin
Mengemudi (SIM) kendaraan tidak bermotor;

o

¢. Menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional kursus
mengemudi;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Lalu

Lintas,

Pasal 13

(1) Sub Dinas Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan
manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus
yang selurubnya berada dalam wilayah kota berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan olch Kepala Dinas;. _

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas
Angkutan mempunyai fungsi:

a. Persiapan psmberian bimbingan, izin pengangkutan orzng dan
pengawasan penyelenggarann pengangkutan orang; '

b. Persiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan
pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang;

c. Persiapan pemberian bimbingan, izin, pengangkutan orang dan atan
barang yang bersifat khusus.

I’asal 14

(1) Sub Dinas Angkutan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:

a. Seksi Angkutan Orang;
b. Seksi Angkutan Barang;
c. Seksi Angkutan Khusus.

(2) Scksi-sﬁcksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan.

Pasal 15

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas;

a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dengan
kendaraan umum di kota;
b. Menyusun rencana jaringan trayck angkutan orang dj dalam daeyah;



F ool

Melaksanakan penilaian atas perrachonan izin operasional angxuian

dalam jaringan frayek dan tidak dalam trayek serta  usulan

pemberian/penolakan izin;

Melaksanakan penilaian dan pengujian permohonan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) tidak bermotor;

Melaksanakan penilaian pelaksonaan izin operasional dan analisa

penyelenggaraan angkutan orang;

Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang;
Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan orang

dengan kendaraan nmum;

Menyiapkan bahan penetapan tanf pengangkut‘m orang dengan

kendardan umum sepanjang tidak ditefapkan tarif berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; \

Meclaksanakan penilaiar permohonan sural 1zin pengusahaan angkutan
orang;

Menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan;

Melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Angkutan.

Pasal 16

Seksi Angli';utan Barang mempunyai tugas:

a.

Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan barang dengan
kendaraan umum di daerah;

Melaksanakan pemantavan penyelenggaraan :mgkur'm barang dengan
kendaraan wnuny,

Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan barang;
Melaksanakan penilaian penmohonan surat izin pengusahaan angkutan
barang;

Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan barang
dengan kendaraan umun;

Menyiapkan bahan penetapan tarif pcngangkutan barang  dengan
kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku;

Menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Angkutan.

Pasat 17

Sckst Angkutzm Khusus mempunyai tugas:

a.

.

d

Menyusun prakiraan kcbutuhan/permintaan angkutan khusus dengan
kendaraan umum di duerah;

Melaksanakan pemantavan penyelenggaraan angkutan khusus dcngan
kendaraan umum;

Menyiapkan bahan blmblng;m kepengusahaan angkutan khusus;
Melaksanakan penilaian permohonan surat izin pengusahaan angkutan
khusus: _

Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan khusus
dengan kendaraan umum;

Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan khusus dengan
kendaraan umum  sepanjang tidak  ditetapkan tarif berdasarkan
Peraturan Ferundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Angkutan.



Puagal 18

(1) Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai tngas menyiapkan bahan
pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan
izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan,
pengembangan,  terminal,  halle,  tempat  parkir, jembatan
penyeberangan dan perparkiran serta melaksanakan tugas lain vang
diberikan cleh Kepala Dinas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas
Sarana dan Prasarana mempunyai fngsi:

a. Penyusunan bahan DLimbingan, perizinan, bengkel umum serta
peraturan dan pehgendalian susunan alat tambahan pada kendaraan
penumpang umum;

b. Penyusunan perencanaan  penunjukan  lokasi, pembangunan,
pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian
kefertiban “terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan
penycberangan.

Pasal 19
(1) Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:

a. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
b, Seksi Terminal;
c. Seksi Perparkiran,

{2) Seksi-stksi zebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seovang Kepala Scksi yang berada dibawah dan
beranggung jawab kepada Fepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

Pasal 20
seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan inventarisasi bengkel umum . dan pemantavan
penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kerjanya;

b. Memyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-loko
suku cadang kendaraan; :

¢. Menyiapkan bahan pembinaan benghel umum kendaraan bermotor:

d. Melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum untuk
kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian izin:

¢. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan serta menyiapkan bahan
pembinaan dan perifinan toko peralatan kendaraan bermotor;

f. Menyiapkan bahan pertimbangan tenfang ketentuan persyaratan teknis
dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor;

g Melaksanakan analisa pengujian kendaraan tidak bermotor,

h. Meclaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Sarana dan Prasarana,

Pasal 21

Scksi Terminal mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penunjukan lokasi terminal angkutan penumpang
kecuali penunjukan Jokasi terminal vang fungsinya melayani angkutan
antar kotz dan antar propinsi;

b. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan fisik  dan ketcptiban
terminal;



. Melaksarakan perantavan Xedatangan  amau pambperzngkatan Jan
menyajikan daftar atau Jadwal perjalanan 1aobil bus dan mobil
penumpang lainnya serta daftar tarif:

d. Menyidpkan bahan pengembangan dan pembinaan terminai dan haite;

¢. Menyiapkan bahan penunjukan lokasi tempat pemberhentian (halte)
untuk kerdaraan umum di wilayah kota;

f. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan  ketestiban tempat
pemberhentian (halié) untuk kendaraan umum di wil avah kota;

2. Menyusun laporan kegiatan terminal; :

h. Melaksanakan tugas lain vang diberikan olch Kepala Sub Dinas
Sarana dan Prasarana. '

b Pasal 22
Seksi Perparkiran mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan untuk menunjukan lokasi “parkir kendaraan
bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

b, Melaksanakan penilaian untuk pemberian izin lokasi parkir;

¢. Menyiapkan bahan  untuk menunjukan  lokasi  tempat-tempat
penycberangan orang;

-d. Melaksanakan pengelolaan  dan  pemantavan tempat-tempat
penyeberangan orang;

¢. Melaksanakan pengelolaan dan pemantavan retribusi parkir sesuaj
ketentuan yang berlaku: '

f. Menyidpkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan
tempat penyeberangan orang; .

g Menyusun laporan kegiatan perparkiran kendaraan;

h. Melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian izin lokasi
parkir; .

i. Melaksanakan tugas lnin yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Sarana ‘dan Prasarana.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai  tugas  melaksanakan
schagian tugas Dinag sesuai dengan keahlian dan kebutuhan hegialan
teknis dibidang keahtian masing~-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut pada ayat (1)
pasal ini dipimpin olch seorang Tenaga Fungsional Senior selaku
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh
seorang Tenaga Fungsional Senior;

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja yang ada;

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



ey
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(3)

1_3 AT,

UNTY PELAKSANA TERNIS DINAS (UPTDY TERNIN AL
" Pasa® 24

Unit Pelzksana 7eknis Dinas Terminal, yang selanjutnya calam
keputusan ini disebut UPTD Terminal adalah unit organisasi di
lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto
yang melaksanakan tugas teknis operasionai;

Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;

UPTD Terminal dipimpin ol¢h seorang Kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Dinas,

Pasal 25

0} UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang
berhubungan dengan pelayanan jasa dan pemungutan retribusi dj
lingkungan terminal:

(2) Unwk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada avat
(1) UPTD Terminal mempunyai {ungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan retribusi ferminal
* dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari pencrimaan
larnya sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan
terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan
. keamanan dan ketertiban;

¢. Pengelolaan tata usaha UPTD. _
(3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Terminal adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

BAB TV
HUBUNGAN KERJA
Pasal 26

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Lalu Lintas
dan  Angkutan Jalan Kota Mojokerte  wajib  melaksanakan
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang lgasnva
masing-masing;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Lalu Lintas
dan  Angkutan Jalan Kota Mojokerto  bertanggung  jawab
memimpin  dan  mengkoordinasikan bawahannya  serta
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diater dalam keputusan ini sepanjane men enai
g im kep sepanjang meng
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ofch Walikota.



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Jum 2001

Pasal 28
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ormg,'mcngctahuinya memerintahkan pengundangan
Keputusan Walikota ini dengan pommpalannva dalam Lembaran
Dacrah Kota Molokerm

Ditetapkan i Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001
WALIKOTA MOJOKERTO
1 tld
TEGOEH SOEJONO, S kL

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

iid.

SUTARNOSH

Pembina Tingkat 1
NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

TAHIUN 2001 NOMOR 21
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